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.a.

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara  perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan
perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan
belanja daerah serta perubahan prioritas plafon anggaran
sementara untuk penyusunan perubahan rencana
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar
tahun 2023, perlu menyusun perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun 2023;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan terdapat
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 22
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2023;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6871);



7.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023
Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun
2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Denpasar
Nomor 5);

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022
Nomor 22);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BABI : Pendahuluan
BABII : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun

Berkenaan
BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Penutup

2. Ketentuan  Lampiran  diubah  sehingga  menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada -tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2023

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2023
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
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TENTANG
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TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2023
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/lda Sang
Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar
Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023
merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang akan menjadi
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Denpasar Tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas penyusunan
Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 telah
berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Sehingga penyusunan Perubahan RKPD Tahun
2023 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif didalam
RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, serta akan menjadi
pedoman dalam rangka penyusunan/penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.



Harapan kami, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Semesta Berencana 2023 ini dapat menjawab permasa!ahan-permasaIahén yang
dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk
segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota
Denpasar Tahun 2023 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang
telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat
bagi semua pihak,
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut
dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Program dan Kkegiatan
pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD
daerah pada tahun yang direncanakan.

Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 menunjukkan perlunya
penyesuaian terhadap sasaran daerah. Perkembangan keadaan yang meliputi
penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.
Penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu
kegiatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perubahan

Denabatian BRPD Semesta Berencana tatiun 2025




RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan

keadaan, meliputi :

1.2

a.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, rencana program dan RKPD berkenaan ; dan atau
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023

ini adalah sebagai berikut :
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1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Denpasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);




5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
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11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor

2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
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17.

18.

19.

20.

1.3.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah
Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22);

Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah

terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki

yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang

menjelaskan tentang visi, misi arah dan sasaran pembangunan daerah selama

20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima (5)

tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ketahapan

pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu (1) tahun dalam bentuk RKPD,

sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan

dalam satu benang merah yang saling terkait. Adapun hubungan antara RKPD

dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut.
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Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022

adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

1esng yejuuaway

Yesseq yejuueweq

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor

pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi

alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan

disusunnya Perubahan RKPD tahun 2023 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan

Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran

rancangan Kebijakan Umum

Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada

DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 antara DPRD Kota

Denpasar dengan Walikota Denpasar yang selanjutnya akan dijabarkan

dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2023;
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2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;

3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan
Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2023;

4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
pembangunan;

5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Pendahuluan
Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen
Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.

2. Evaluasi Hasil Triwulan 11 (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan

Menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan.

3. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai dengan tahun berjalan

serta perubahan kerangka keuangan daerah.
4. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah pada tahun berjalan
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5. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
Dalam Bab ini disajikan rencana perubahan program dan kegiatan beserta

perubahan target kinerja serta rencana pendanaan

6. Penutup
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BAB 11
EVALUASI HASIL TRIWULAN 11 (TRIWULAN DUA) TAHUN
BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dengan RPJMD.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah,
maka Pelaksanaan RKPD Kota Denpasar tahun 2023 diwajibkan untuk dievaluasi
oleh Kepala Daerah melalui Bappeda Kota Denpasar. Evaluasi Hasil Pelaksanaan
RKPD Kota Denpasar dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana
program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka
mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar
melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD, digunakan untuk mengetahui :

1) Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD
dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan
melalui APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023,

2) Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan
dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Kota Denpasar Tahun
Anggaran 2023,

3) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program /kegiatan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2023

merupakan RKPD tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.
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Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan 11, disusun
dengan maksud:

a. Untuk mengetahui apakah Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah pada Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD.

b. Untuk mengetahui apakah Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah pada RKPD telah sesuai dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada RPJMD.

c. Untuk mengetahui apakah program dan kegiatan, target dan dana
dalam APBD mengacu pada RKPD.

d. Untuk mengetahui sejauh mana capaian target kinerja dan
penyerapan dana program/kegiatan RKPD

e. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
program/kegiatan; dan

f. Untuk meningkatkan kinerja RKPD di tahun-tahun berikutnya.

Tujuan Evaluasi Hasil RKPD Kota Denpasar tahun 2023 adalah: untuk
memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah
dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan
jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

tahunan nasional.

2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kota Denpasar tahun 2023

Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2023 dilaksanakan sesuai
dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
(Paragraf 2 Pasal 280 s.d Pasal 295).

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023 telah terjadi dua Kkali
pergeseran APBD. Pergeseran tersebut dilakukan terkait pemberian tunjangan
hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD. Juga terkait pergeseran
anggaran di Dinas Kesehatan dalam rangka akreditasi puskesmas. Pada T.A.

2023 terdapat pergeseran yang menyebabkan Perubahan APBD Kota Denpasar
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yaitu Pergeseran antar Sub Kegiatan yang sumber dananya DAK Fisik, dan
penambahan belanja modal yang sumber dananya DAK Non Fisik pada Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga hal tersebut berdasarkan terbitnya
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
900.1.14.3/1483/SJ, tanggal 10 Maret 2023 perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
terkait Penggunaan DBH CHT T.A. 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023
sehingga terdapat mapping baru terkait hal tersebut. Serta terdapat pergeseran
belanja modal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dikpora
mengajukan perubahan belanja modal mengingat adanya penggabungan SDN
14 Sesetan dengan SDN 9 Sesetan yang ditetapkan dengan SK Walikota Nomor
188.45/2831/HK/2022 sehingga belanja modal bangunan gedung tempat
pendidikan pembangunan tembok penyengker SDN 14 Sesetan dialihkan
menjadi SDN 3 Panjer dikarenakan rusak berat dan berdampak pada
keselamatan peserta didik. Serta pergeseran antar SKPD dari BPKAD yaitu pada
Belanja Tak Terduga digeser ke Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota
Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, dan Bagian Perekonomian Setda Kota
Denpasar untuk penanganan inflasi di Kota Denpasar.

Hasil Pelaksanaan Program, kegiatan dan subkegiatan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan Il dapat
dikelompokkan dalam beberapa kategori pencapaian kinerja. Dalam
pengkategorian capaian, digunakan skala terhadap nilai capaian untuk

memudahkan penggambaran atau pengelompokan dari masing-masing

capaian. Kategori yang digunakan adalah

Tabel 2.1
Tabel Skala Kategori Capaian

Interval Nilai Realisasi Kinerja AT Pe'?"a"?” Reelees
Kinerja

2 76% < 90% Tinggi (T)
3 66% < 75% Sedang (S)
4 51% < 65% Rendah (R)
5 < 50% Sangat Rendah (SR)
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Interval Nilai Realisasi Kinerja diatas digunakan untuk menilai realisasi
dalam periode satu tahun Renja. Dalam hal monitoring realisasi sampai
semester pertama atau triwulan kedua kriteria diatas perlu disesuaikan
mengingat dalam jangka waktu baru berjalan 50% sehingga program, kegiatan
yang tertuang dalam renja perangkat daerah masih dalam proses pengerjaan.
Mengingat jangka waktu baru berjalan setengahnya maka penyesuian interval
nilai realisasi Kinerja dan kriteria penilaian realisasi Kinerja dilakukan dengan
asumsi setengah dari interval tahunan. Dengan menggunakan penyesuaian
Skala Kategori Capaian diatas dapat digambarkan capaian baik fisik dan

keuangan masing-masing perangkat daerah sampai dengan triwulan 11 2023.

Tabel 2.2
Tabel Rekap Jumlah PD per katagori
Kinerja Keuangan

No Int_ervgl I_\lilai_ Kriteria Jumiah Jumiah
Realisasi Kinerja Perangkat | % | Perangkat | %

Daerah Daerah
1 45% < Sangat Tinggi 12 34% 8 23%
2 37,5% < 45% Tinggi 8 23% 13 37%
3 32,5% < 37,5% Sedang 9 26% 11 31%
4 25% < 32,5% Rendah 6 17% 3 9%
5 < 25% Sangat Rendah 0 0% 0 0%
Jumlah 35 100 35 100
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Gambar 2.1
Capaian Keuangan Per Perangkat Daerah APBD 2023
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Gambar 2.2
Capaian Kinerja Per Perangkat Daerah APBD 2023
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Dari capaian per perangkat daerah sampai dengan triwulan Il dengan
katagori capaian merujuk katagori capaian sesuai tabel 2.2 menunjukkan bahwa
capaian kinerja di triwulan 11 sebagian besar dalam katagori sangat tinggi. Bila
dibandingkan dengan data capaian keuangan dimana sebagaian besar berada
pada katagori tinggi maka melalui data diatas tergambar bahwa pekerjaan fisik
telah berjalan dan diikuti dengan realisasi anggarannya. Kedepan hal ini perlu
dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar serapan anggaran bisa lebih cepat.

Data Detail capaian kinerja dan realisasi keuangan per perangkat

daerah disampaikan melalui tabel dibawah ini:
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Tabel 2.3
Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 11

PAGU TARGET REALISASI Predikat Tingkat Capaian
No. Urusan/ Unsur/ Bidang Urusan Keuangan Keuangan Keuangan Renja /RKPD
Kinerja
Rp Rp Rp. % Kinerja Keuangan
1 2 3 4 5 6 700% 8 9
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 650.848.100.851 392.259.322.598 31,33% 198.053.411.907,00 30,43% RENDAH RENDAH
SANGAT
2 DINAS KESEHATAN 366.591.461.836 190.980.614.625 52,93% 155.436.245.851,47 42,40% TINGGI TINGGI
o . SANGAT
3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 169.799.731.601 53.056.372.529 41,70% 26.146.365.125,00 15,40% TINGGI RENDAH
4 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 62.127.444.080 46.287.328.269 70,27% 37.673.103.667,00 60,64% S_ﬁ;::gér S_ﬁ;::gér
SANGAT
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 23.210.436.157 11.442.364.865 47,93% 10.066.267.182,00 43,37% TINGGI TINGGI
SANGAT
6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 25.121.800.993 17.118.131.167 52,77% 9.578.618.677,00 38,13% TINGGI TINGGI
SANGAT
7 DINAS SOSIAL 14.776.639.832 7.659.578.373 48,61% 5.319.696.495,00 36,00% TINGGI SEDANG
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
N N SANGAT SANGAT
8 DINAS KEBUDAYAAN 39.797.552.683 22.036.909.812 50,57% 18.649.963.213,00 46,86% TINGGI TINGGI
N N SANGAT
9 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 10.648.338.594 5.460.899.903 47,37% 4.064.118.436,00 38,17% TINGGI TINGGI
SANGAT
10 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 10.757.330.487 5.768.541.653 50,84% 4.783.720.933,00 44,47% TINGGI TINGGI
1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 149.282.147.606 60.486.023.057 39,24% 47.021.053.789,00 31,50% TINGGI RENDAH
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 14.866.524.892 9.063.329.647 44,58% 6.589.795.302,00 44,33% TINGGI TINGGI
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.344.257.094 5.241.395.920 50,74% 4.091.385.845,00 43,79% STAIESQIT TINGGI
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PAGU TARGET REALISASI Predikat Tingkat Capaian
No. Urusan/ Unsur/ Bidang Urusan Keuangan Keuangan Keuangan Renja/RKPD
Kinerja
Rp Rp Rp. % Kinerja Keuangan
1 2 3 4 5 6 700% 8 9
] DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, ] 0.874.2 1.217.652.41 6.35% 6 14.884.00 1.00% SANGAT RENDAH
4 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9:930.674.274 217:652.119 56,35% 375:914-854, 31,994 TINGGI
o o SANGAT SANGAT
15 DINAS PERHUBUNGAN 59.234.377.824 34.205.987.451 48,81% 26.682.498.829,00 45,05% TINGGI TINGGI
SANGAT
16 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 13.737.202.434 7.387.722.654 53,54% 4.567.279.205,00 33,25% TINGGI SEDANG
SANGAT
17 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 7.898.256.690 4.356.435.253 50,64% 3.532.764.997,00 44,73% TINGGI TINGGI
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 24.695.066.374 11.447.910.601 44,57% 9.156.119.495,00 37,08% TINGGI SEDANG
19 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 10.970.973.630 5.504.680.539 46,44% 4.639.065.140,00 42,28% STAIII:IIEGAIT TINGGI
URUSAN PILIHAN
SANGAT
20 DINAS PARIWISATA 19.502.435.785 9.885.902.930 57,32% 7.250.153.201,00 37,18% TINGGI SEDANG
SANGAT
21 DINAS PERTANIAN 18.061.224.333 9.232.478.365 46,85% 7.579.204.961,00 41,96% TINGGI TINGGI
22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANCGAN 15.210.939.812 8.122.311.972 49,64% 7.018.333.234,00 46,14% SANGAT SANGAT
TINGCI TINGCGI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SANGAT
23 SEKRETARIAT DAERAH 86.440.438.031 46.685.080.835 53,76% 35.434.142.984,00 40,99% TINGGI TINGGI
24 SEKRETARIAT DPRD 93.442.368.686 50.051.463.891 42,38% 33.227.526.083,00 35,56% TINGGI SEDANG
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
SANGAT
25 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11.580.612.320 5.485.655.171 47,71% 4.954.728.335,00 42,78% TINGGI TINGGI
N N SANGAT SANGAT
26 BADAN PENDAPATAN DAERAH 49.494.092.654 11.776.682.935 23,10% 10.588.436.331,00 21,39% RENDAH RENDAH
27 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 220.234.073.350 156.919.260.827 60,41% 122.969.389.394,00 55,84% S‘QESQIT S‘QESQIT
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PAGU TARGET REALISASI Predikat Tingkat Capaian
No. Urusan/ Unsur/ Bidang Urusan Keuangan Keuangan Keuangan Renja/RKPD
Kinerja
Rp Rp Rp. % Kinerja Keuangan
1 2 3 4 5 6 700% 8 9
SANGAT
28 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 8.465.420.282 4.245.312.738 49,42% 3.615.439.751,00 42,71% TINGGI TINGGI
29 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 16.880.903.427 6.877.074.876 | 48,74% 8.733.867.633,00 51,74% ST/TESQIT ST/TESQIT
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
SANGAT
30 INSPEKTORAT DAERAH 22.159.529.137 12.330.526.181 48,71% 8.996.980.798,00 40,60% TINGGI TINGGI
UNSUR KEWILAYAHAN
31 KECAMATAN DENPASAR UTARA 18.610.343.675 10.200.499.687 44,36% 8.249.262.047,00 44,33% TINGGI TINGGI
32 KECAMATAN DENPASAR TIMUR 19.483.845.265 10.524.663.111 45,32% 8.465.444.615,00 43,45% S_ﬁ:::gér TINGGI
33 KECAMATAN DENPASAR BARAT 18.451.109.044 11.265.924.265 50,79% 8.508.969.447,00 46,12% SANGAT SANGAT
TINGGI TINGGI
SANGAT
34 KECAMATAN DENPASAR SELATAN 27.479.959.042 15.179.430.770 50,57% 11.175.410.676,00 40,67% TINGCI TINGGI
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
N N SANGAT SANGAT
35 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30.375.899.655 8.370.875.666 | 18,77% 5.700.053.867,00 | 18,77% RENDAH RENDAH
o SANGAT
TOTAL 2.359.511.712.430 1.278.134.345.255 47,63% 874.894.732.329,47 40,00% TINGGI TINGGI
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2.2.1. Keselarasan Program RPJMD Semesta Berencana Kota

Denpasar Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2023.

Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana
Kota Denpasar periode 2021-2026. Berdasarkan data pada RPJMD 2021-2026
Tabel 7.2 terdapat 136 Program yang terbagi dalam 8 (delapan)
urusan/unsur/fungsi serta terbagi dalam 40 (empat puluh) bidang urusan/sub
unsur. Dari 136 Program tersebut, Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang tersebar ke semua Perangkat
Daerah dan dihitung sebagai satu program karena indikatornya seragam di
semua perangkat daerah. Dari 136 Program tersebut juga terdapat 5 (lima)
program yang diambil oleh 4 (empat) kecamatan sebagai pengampu unsur

kewilayahan meliputi :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Dari 156 program yang ada didalam RPJMD, sebanyak 150 Program
tertuang kedalam RKPD Tahun Anggaran 2023 dan terdapat 6 program yang ada
di RPIJMD tetapi tidak diambil pada RKPD 2023. Keselarasan Program antara
RPJMD dengan RKPD tertuang seperti pada tabel berikut:
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Gambar 2.3
Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2023 dengan Program RPJMD Tahun 2023

RPJMD
Total : 156 progrgs

Program pada RPJMD yang tidak terambil pada RKPD tahun 2023 terdiri
dari :

Program Pengembangan Permukiman dilaksanakan di dinas PUPR. Tidak
dilaksanakan di RKPD Perubahan Tahun 2023 karena pelaksanaan pembangunan
jalan lingkungan yang dulu berada di program Pengembangan Permukiman telah
dialihkan ke Program Penyelenggaraan Jalan agar sesuai dengan target dan
indikator outcome.

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Program ini tidak dilaksanakan pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan karena kegiatan yang dilaksanakan
hanya monitoring, sedang monitoring sudah bisa diakomodasi melalui sistem
yang tersedia (OSS), sehingga untuk efisiensi Program ini tidak dilaksanakan.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro
(UMKM). Program ini tertuang dalam RPJMD dan dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM. Pada Tahun 2023 Program ini tidak dilaksanakan karena
efisiensi anggaran dan dioptimalkan pada Program Pengembangan UMKM
mengingat objek UMKM yang disasar sama.

Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Program ini dilaksanakan
di Dinas Kebudayaan. Kegiatannya meliputi kegiatan pentas budaya sanggar.
Tidak dilaksanakan karena lebih diprioritaskan ke kegiatan lainnya. Pentas
Budaya difasilitasi melalui kegiatan PKB, dan lomba-lomba yang terakomodir di

program lainnya.
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Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Program ini
tidak diambil pada RKPD tahun 2023 oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
dengan pertimbangan bahwa Potensi yang bisa diintervensi oleh pemerintah Kota
sangat kecil bahkan hampir tidak ada. Seperti diketahui Program Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari kegiatan Pengawasan Sumber
Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota. Di Kota Denpasar Usaha
perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk dan Rawa sangat kecil bahkan nyaris
tidak ada. Yang bisa dikerjakan sebatas penebaran ikan dan hal tersebut tdk
memakai anggaran karena benih disiapkan UPTD perikanan.

Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak diambil di 2023 karena kegiatan
yang dilaksanakn terkait HAKI baru sebatas fasilitas HAKI. Kegiatan Fasilitasi ini
di tahun 2023 tertuang dalam PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar,
Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif.

Data Lebih jelas keselarasan antara RPJMD dengan RKPD 2023 seperti
terlihat pada tabel 2.4 dibawah :
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Tabel 2.4

Keselarasan Program RPJMD dan RKPD

RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROGI;:;;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN
PEMERINTAHAN WA]JIB
1 YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN
1.01 PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM
1.01.02 | Pprogram Pengelolaan Rata Rata fama 11,52 senaserios |  PENGELOLAAN Rata Rata fama 11,87 283.119.783,67
Pendidikan ’ : ’ PENDIDIKAN
Harapan Lama sekolah 14,02 Harapan Lama sekolah 14,06
Proeram Pengembangan Persentase sekolah PROGRAM Persentase sekolah
1.01.03 i & yang telah mereviu 100% 150.612,30 PENGEMBANGAN yang telah mereviu 100% 150.612,30
urikuim Kurikulum K13 KURIKULUM Kurikulum K13
. PROGRAM .
. Persentase legalitas Persentase legalitas
Program Pengendalian o PENGENDALIAN o
1.01.05 Perizinan Pendidikan pen}genlg?dgii:;r;\an 82% 80.493,15 PERIZINAN penye(;l(el?dgiia;?an 82% 80.493,15
P PENDIDIKAN P
URUSAN
1.02 PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
PROGRAM
Program Pemenuhan PEMENUHAN UPAYA
Upaya Kesehatan Indeks Kepuasan o KESEHATAN Indeks Kepuasan o
1.02.02 Perorangan dan Upaya Masyarakat 84% 22048049640 PERORANGAN DAN Masyarakat 84% 195.607.930,54
Kesehatan Masyarakat UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
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RPJMD 2021-2026

RKPD 2023

Perubatian BRRPD Semesta Benencana Tatun 2025

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;%RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Angka kematian ibu Angka kematian ibu
per 100.000 Kelahiran 56 per 100.000 Kelahiran 56
Hidup Hidup
Angka kematian bayi Angka kematian bayi
per 1.000 Kelahiran 1,5 per 1.000 Kelahiran 1,5
Hidup Hidup
Persentas.e Balita 10% Persentasg Balita 10%
stunting stunting
Persentase KLB yang Persentase KLB yang
dilakukan penyelidikan 100% dilakukan penyelidikan 100%
epidemiologi < 24 jam epidemiologi < 24 jam
PROGRAM
Program Peningkatan Persentase tenaga PENINGKATAN Persentase tenaga
1.02.03 Kapasitas Sumber Daya kesehatan yang 100% 159.840,00 KAPASITAS SUMBER kesehatan yang 100% 159.840,00
Manusia Kesehatan praktek memiliki ijin DAYA MANUSIA praktek memiliki ijin
KESEHATAN
Program Sediaan PROGRAM SEDIAAN
1.02.04 | Farmasi, Alat Kesehatan Persentase TPM 54% 218.244,15 FARMASI, ALAT Persentase TPM 54% 218.244,15
Dan Makanan Minuman Memenubhi syarat KESEHATAN DAN Memenubhi syarat
MAKANAN MINUMAN
Persentase Rumah PROGRAM Persentase Rumah
Program Pemberdayaan Tangga yang PEMBERDAYAAN Tangga yang
1.02.05 Masyarakat Bidang melaksanakan PHBS 80% 789.236,10 melaksanakan PHBS 80% 789.236,10
Kesehatan (Perilaku Hidup Bersih MASYARAKAT (Perilaku Hidup Bersih
BIDANG KESEHATAN
Sehat) Sehat)
URUSAN
PEMERINTAHAN
1.03 BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG
p p lol Persentase panjang PE?\I%%?E?XAN Persentase panjang
1.03.02 Sul;r(:gzz;l“n[;a)feani?r()(ssg) sungai berfungsi 1,8% (1.300 M) 3.291.418,09 SUMBER DAYA AIR sungai berfungsi 1,8% (1.300 M) 3.295.418,09
normal normal
(SDA)
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RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,ISRKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase panjang Persentase panjang
jaringan irigasi 22,80% (12.513) jaringan irigasi 22,80% (12.513)
berfungsi normal berfungsi normal
PROGRAM
Persentase Rumah Persentase Rumah
Program Pengelolaan dan o PENGELOLAAN DAN o
1.03.03 | PengembanganSistem | dzagtglf:nyzﬁsges Air 55,61 &(}80'672 4.095.448,52 PENGEMBANGAN [\ dzagflf;nygﬁfes Air 55,61 ?R()80.672 2.298.513,50
Penyediaan Air Minum P i SISTEM PENYEDIAAN P i
AIR MINUM
PROGRAM
PENGEMBANGAN
Program Pengembangan Persentase sarana SISTEM DAN Persentase sarana
1.03.04 Sistem Dan Pengelolaan persampahan yang 34,88% 5.000.000,00 PENGELOLAAN persampahan yang 34,88% 400.000,00
Persampahan Regional memadai PERSAMPAHAN memadai
REGIONAL
Program Pengelolaan dan Persentase Rumah PROGRAM Persentase Rumah
. Tangga Terakses 7,45% (10.803 PENGELOLAAN DAN Tangga Terakses 7,45% (10.803
1.03.05 Penge;l;llﬂ)i?ngqir;glstem Instalasi Pengolahan SR) 2.000.000,00 PENGEMBANGAN Instalasi Pengolahan SR) 2.345.212,25
Air Limbah SISTEM AIR LIMBAH Air Limbah
Program Pengelolaan dan Persentase panjang PROGRAM Persentase panjang
. . 70,10% PENGELOLAAN DAN . 70,10%
1.03.06 Pengenll)l;:;?f;;&stem ;erlgrz;llnsdirr:rrl;s; (1.143.350) 8.768.069,31 PENGEMBANGAN ;:lrlgringr;:;;s; (1.143.350) 9.578.470,71
ung SISTEM DRAINASE ung
Program Pengembangan aklzzl;?s&t?:sedi PROGRAM ak};?el;?siriits;se di
1.03.07 & & & : 100% 3.167.986,80 PENGEMBANGAN : 100% 9.279.900,00
Permukiman lingkungan lingkungan
. PERMUKIMAN )
permukiman permukiman
Program Penataan Persentase bangunan PROGRAM Persentase bangunan
1.03.08 Bang unan Gedun gedung yg memenuhi 0,36% (1080 IMB) | 21.619.350,00 PENATAAN gedung yg memenuhi 0,36% (1080 IMB) 30.061.280,58
5 5 standar teknis BANGUNAN GEDUNG standar teknis
Persentase penataan PROGRAM Persentase penataan
Program Penataan bangunan lingkungan PENATAAN bangunan lingkungan
1.03.09 Bangunan dan 5 giung 16,67% 21.000.000,00 g giung 16,67% 7.253.036,50
Linekuneannva yang memenuhi BANGUNAN DAN yang memenuhi
grunganny standar teknis LINGKUNGANNYA standar teknis
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RPJMD 2021-2026

RKPD 2023

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Persentase Jalan dalam PROGRAM Persentase Jalan dalam
1.03.10 8 . 78,97 % 42.281.613,10 PENYELENGGARAAN . 78,97 % 52.723.854,75
Penyelenggaraan Jalan Kondisi Mantap JALAN Kondisi Mantap
Program Pengembangan Persentase usaha Jasa PROGRAM Persentase usaha Jasa
1.03.11 g]asa Konitruksi g Konstruksi yang Tertib 5% 422.730,00 PENGEMBANGAN Konstruksi yang Tertib 5% 300.950,72
Jasa Konstruksi JASA KONSTRUKSI Jasa Konstruksi
Program PROGRAM
1.03.12 Penyelenggaraan Pe{::}?;?jie l;eTt?{?;/an 95% 2.806.702,75 | PENYELENGGARAAN Pe{:i}rl‘;ffae ];eqf;z:/t\;m 95% 2.806.702,75
Penataan Ruang P PENATAAN RUANG P
URUSAN
PEMERINTAHAN
1.04 BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Program Pengembangan Presentase pemenuhan PROGRAM Presentase pemenuhan
1.04.02 e A8 oM e b 100% 326.766,00 PENGEMBANGAN SPM e 100% 326.766,00
P PERUMAHAN P
Program Kawasan Persentase kawasan o PROGRAM KAWASAN Persentase kawasan o
1.04.03 Pormukiman famul 0,169% 1.076.174,40 PERMUKIMAN lamuh 0,169% 1.076.174,40
PROGRAM
Program Perumahan dan Persentase Rumah PERUMAHAN DAN Persentase Rumah
1.04.04 Kawasan Permukiman Lavak Huni 94,48% 1.800.000,00 KAWASAN Lavak Huni 94,48% 1.800.000,00
Kumuh dyakHu PERMUKIMAN dyak Hu
KUMUH
PROGRAM
Program Peningkatan l;:;zzﬁi;i l;SaLIi PENINGKATAN gs:z‘;ﬁiii ]lealrll
1.04.05 Prasarana, Sarana dan Kawasan Permukiman 100% 56.297.420,18 PRASARANA, SARANA Kawasan Permukiman 100% 38.433.261,73
Utilitas Umum (PSU) . DAN UTILITAS UMUM .
yang terpelihara yang terpelihara
(PSU)
URUSAN
PEMERINTAHAN
LR BIDANG
KETENTERAMAN DAN
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RPJMD 2021-2026

RKPD 2023

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Tingkat Penyelesaian PROGRAM Tingkat Penyelesaian
Program Peningkatan Pelanggaran K3 PENINGKATAN Pelanggaran K3
1.05.02 Ketenteraman Dan (Ketertiban, 86,38% 1.895.440,98 KETENTERAMAN (Ketertiban, 86,38% 314.129,84
Ketertiban Umum ketentraman, DAN KETERTIBAN ketentraman,
keindahan) UMUM keindahan)
Persentase daerah PROGRAM Persentase daerah
1.05.03 rawan bencana yang 32,56% PENANGGULANGAN rawan bencana yang 32,56% 3.609.557,55
dibina BENCANA dibina
Persentase pelayanan Persentase pelayanan
ProgramBPeer?caar:lgagulangan penanggulangan 100,00% 9.209.557,55 penanggulangan 100,00%
bencana bencana
Persentase rehabilitasi Persentase rehabilitasi
dan rekontruksi pasca 100,00% dan rekontruksi pasca 100,00%
bencana bencana
PROGRAM
PENCEGAHAN,
. PENANGGULANGAN, .
1.05.04 Tingkat waktu tanggap 15 menit PENYELAMATAN | Tingkatwaktu tanggap 15 menit 3.307.289,50
Pr(l;i;;;rggpgerll;reéilgan, (response time rate) KEBAKARAN DAN (response time rate)
u )
Penyelamatan Kebakaran 886.099,50 ﬁgﬁf;éx\/l&%%
dan Penyelamatan Non
Kebakaran Persentase masyarakat Persentase masyarakat
yang memperoleh yang memperoleh
layanan penyelamatan 100% layanan penyelamatan 100%
dan evakuasi korban dan evakuasi korban
kebakaran kebakaran
URUSAN
1.06 PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
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RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase Persentase
PROGRAM
1.06.02 | Program gsg‘;erdayaan plfenlg’rflg‘iaggi“ 100% 1.020.228,10 PEMBERDAYAAN plfer{‘eb;{)‘iagiaai“ 100% 1.020.228,10
kesejahteraan sosial SOSIAL kesejahteraan sosial
Program Rehabilitasi Persentase pemenuhan PROGRAM Persentase pemenuhan
1.06.04 g Sosial rehabilitasi 100% 2.713.713,60 REHABILITASI rehabilitasi 100% 2.713.713,60
kesejahteraan sosial SOSIAL kesejahteraan sosial
Program Perlindunean Persentase pemenuhan PROGRAM Persentase pemenuhan
1.06.05 Dgn Jaminan Sosigl perlindungan jaminan 100% 332.886,20 PERLINDUNGAN DAN perlindungan jaminan 100% 332.886,20
sosial bagi PPKS JAMINAN SOSIAL sosial bagi PPKS
g g
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
2 YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN
2.07 PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA
Besaran tenaga kerja PROGRAM Besaran tenaga kerja
yang mendapat 0 PELATIHAN KERJA yang mendapat o
2.07.03 p Pelatihan Keri pelatihan berbasis 87% DAN PRODUKTIVITAS pelatihan berbasis 87% 1.799.087,80
rogram e _at_l an Rerja kompetensi TENAGA KERJA kompetensi
dan Produktivitas Tenaga 1.799.087,80
Kerja Besaran tenaga kerja Besaran tenaga kerja
yang mendapat o yang mendapat o
pelatihan 88% pelatihan 88%
kewirausahaan kewirausahaan
Program Penempatan Besaran pencari kerja PROGRAM Besaran pencari kerja
2.07.04 gTena N Ker.‘; yang terdaftar yang 35% 808.242,40 PENEMPATAN yang terdaftar yang 35% 808.242,40
gaker ditempatkan TENAGA KERJA ditempatkan
Besaran kasus yang PROGRAM Besaran kasus yang
2.07.05 Program Hubungan diselesaikan dengan 60% 453.461.00 HUBUNGAN diselesaikan dengan 60% 453.461.00
o Industrial perjanjian bersama 0 U perjanjian bersama 0 U
(PB) INDUSTRIAL
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RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;%RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Besaran pekerja/buruh Besaran pekerja/buruh
yang menjadi pesgrta 57% yang menjadi .pes.erta 57%
perlindungan jaminan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan sosial ketenagakerjaan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
A PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Persentase Partisipasi PROGRAM Persentase Partisipasi
p t Gend P dal PENGARUSUTAMAAN P dal
2.08.02 | Fengarusutamaan Lender |- Ferempuan caiam 9,80% 830.975,00 GENDER DAN Lerempuan datam 9,80% 526.975,00
Dan Pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Bidang Politik, Hukum,
Perempuan Sosial dan Ekonomi PEMBERDAYAAN Sosial dan Ekonomi
pu PEREMPUAN
Persentase perempuan Persentase perempuan
Program Perlindungan korban kekerasan dan PROGRAM korban kekerasan dan
2.08.03 & & 20% 354.610,36 PERLINDUNGAN 20% 545.434,84
Perempuan TPPO yang mendapat TPPO yang mendapat
. PEREMPUAN .
layanan komprehensif layanan komprehensif
Persentase Persentase
Desa/Kelurahan yang Desa/Kelurahan yang
Program Peningkatan dapat melaksanakan PROGRAM dapat melaksanakan
2.08.04 grat g pat m ; 46 % 116.651,25 PENINGKATAN pat m ; 46 % 86.051,25
Kualitas Keluarga pendampingan kualitas KUALITAS KELUARGA pendampingan kualitas
keluarga (Terbentuk keluarga (Terbentuk
PUSPAGA Desa/ Lurah) PUSPAGA Desa/Lurah)
Program Pengelolaan Persentase Data PE?\I%%?E?XAN Persentase Data
2.08.05 Sistem Data Gender Dan terpilah Gender dan 20% 152.167,50 terpilah Gender dan 20% 64.767,50
Anak Anak pada OPD SISTEM DATA Anak pada OPD
p GENDER DAN ANAK P
Program Pemenuhan Hak PROGRAM
2.08.06 8 Anak (PHA) Cakupan Indikator KLA Utama 1.290.100,00 PEMENUHAN HAK Cakupan Indikator KLA Utama 1.019.700,00
ANAK (PHA)
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RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase anak Persentase anak
Program Perlindungan korban kekerasan yan PROGRAM korban kekerasan yan
2.08.07 & & yang 62% 228.916,00 PERLINDUNGAN yang 62% 240.518,00
Khusus Anak mendapat layanan mendapat layanan
. KHUSUS ANAK .
komprehensif komprehensif
URUSAN
2.09 PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN
e | rorsonas
2.09.02 y ketersediaan pangan 25 ton/tahun ,00 #N/A #N/A #N/A -
Untuk Kedaulatan dan
. lokal (ton/tahun)
Kemandirian Pangan
PROGRAM
PENINGKATAN
Ketersediaan energi DIVERSIFIKASI DAN Ketersediaan energi
2.09.03 (Kkal/kapita/hari) 3,948 KETAHANAN (Kkal/kapita/hari) 3,948 268.553,24
Program Peningkatan PANGAN
Diversifikasi dan 364.435.00 MASYARAKAT
Ketahanan pangan Ketersediaan protein 17287 TR Ketersediaan protein 172.87
masyarakat (gram/kapita/hari) ! (gram/kapita/hari) !
Konsumsi energi Konsumsi energi
(Kkal/kapita/hari) 2,492 (Kkal/kapita/hari) 2,492
Konsumsi protein 82 Konsumsi protein 82
(gram/kapita/hari) (gram/kapita/hari)
PROGRAM
2.09.04 Program Penanganan Persentase cadangan 20% 3.789.349,00 PENANGANAN Persentase cadangan 20% 1.123.770,40
Kerawanan pangan pangan KERAWANAN pangan
PANGAN
Program Pengawasan Persentase pangan PROGRAM Persentase pangan
2.09.05 SN, o R 85% 33.622,00 PENGAWASAN i 85% 31.665,26
eamanan Panga yang ama onsums KEAMANAN PANGAN | yangama onsums
URUSAN
2.10 PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN
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RPJMD 2021-2026

RKPD 2023

Bidang Urusan

Capaian Kinerja Program dan

terpelihara

terpelihara

Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;%RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penyelesaian Persentase konflik PE;?((];ES?A]\;IAN Persentase konflik
0, 0,
2.10.04 Sengketa Tanah Garapan pertanahan.yang 100% 7.290,80 SENGKETA TANAH pertanahan.yang 100% 7.290,80
terselesaian GARAPAN terselesaian
Jumlah sertifikat tanah PROGRAM Jumlah sertifikat tanah
2.10.08 Pm,grgar?;hpﬁgfzflaa“ Peﬁ:‘r’fnftz;“gota 12 sertifikat 117.830,20 PENGELOLAAN Pei:‘r’isnifhugota 12 sertifikat 117.830,20
J TANAH KOSONG
Denpasar Denpasar
URUSAN
211 PEMERINTAHAN
: BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP
Program Perencanaan Persentase PROGRAM Persentase
2.11.02 Li%l Junean Hidu ketersediaan RPPLH 20% 202.474,00 PERENCANAAN ketersediaan RPPLH 20% 202.474,00
gkung p Kota Denpasar LINGKUNGAN HIDUP Kota Denpasar
PROGRAM
Persentase PENGENDALIAN Persentase
2.11.03 peningkatan kualitas 2% P]]S)NA%E/I\QI’;%N peningkatan kualitas 2% 1.696.217,48
air air
Program Pengendalian KERUSAKAN
Pencemaran dan/atau 1.795.447 18 LINGKUNGAN HIDUP
kerusakan lingkungan Persentase CoTw Persentase
hidup peningkatan kualitas 2% peningkatan kualitas 2%
udara udara
Persentase Persentase
peningkatan kualitas 1% peningkatan kualitas 1%
tutupan lahan tutupan lahan
Persentase PE?\I%%EEIEXIAN Persentase
2.11.04 Program Pengelolaan pemeliharaan pohon 33% KEANEKARAGAMAN pemeliharaan pohon 33% 19.729.002,74
Keaneka(r;\eg}:;\;rtl.z;n Hayati perindang 22.635.477,89 HAYATI (KEHATT) perindang
1
Persentase taman yang 100% Persentase taman yang 100%
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RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM
Program Pengendalian B::Eﬁ%gggkﬁ:YA
bahan berbahaya dan Persentase TPS limbah DAN BERACUN (B3) Persentase TPS limbah
2.11.05 | beracun (B3) dan limbah b3 yang memenuhi 100% 55.712,81 b3 yang memenuhi 100% 55.712,81
bahan berbahaya dan syarat DAN LIMBAH BAHAN syarat
beracun (limbah b3) BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)
Persentase ketaatan PROGRAM Persentase ketaatan
. penanggung jawab PEMBINAAN DAN penanggung jawab
Program pembtmz;]arzjdan usaha/ kegiatan yang PENGAWASAN usaha/ kegiatan yang
ifiiﬂ%ﬁg(fsgarfgai iiri)n diawasi ketaatannya TERHADAP IZIN diawasi ketaatannya
2.11.06 perlindungan dan terhadap Persetujuan 80% 330.267,90 LINGKUNGAN DAN terhadap Persetujuan 80% 330.267,90
pengelolaan lingkungan Lingkungan yang IZIN PERLINDUNGAN Lingkungan yang
hidup (PPLH) diterbitkan oleh DAN PENGELOLAAN diterbitkan oleh
Pemerintah Kota LINGKUNGAN HIDUP Pemerintah Kota
Denpasar (PPLH) Denpasar
PROGRAM
Program penghargaan Persentase pemberian PENGHARGAAN Persentase pemberian
2.11.09 | lingkungan hidup untuk penghargaan 0% 218.334,30 LINGKUNGAN HIDUP penghargaan 0% 218.334,30
masyarakat lingkungan hidup UNTUK lingkungan hidup
MASYARAKAT
Program Pengelolaan Persentase volume PROGRAM Persentase volume
2.11.11 Persampahan sampah yang dikelola 94% 106.946.545,75 PENGELOLAAN sampah yang dikelola 94% 70.630.545,75
PERSAMPAHAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
2.12 BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Program Pendaftaran P.e.rsentase PROGRAM P.e.rsentase
2.12.02 Penduduk Kepemilikan Dokumen 100% 1.862.030,40 PENDAFTARAN Kepemilikan Dokumen 100% 283.300,40
Kependudukan PENDUDUK Kependudukan
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RPJMD 2021-2026

RKPD 2023

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase PROGRAM Persentase
2.12.03 | Program Pencatatan Sipil | Kepemilikan Dokumen 90% 31.061,00 Kepemilikan Dokumen 90% -
. PENCATATAN SIPIL .
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
PROGRAM
Program Pengelolaan . PENGELOLAAN -
21204 | Informasi Administrasi gzizel?;aiigigigz 100% 710.733,00 INFORMASI gz;e]?;aiigigﬂﬁz 100% .
Kependudukan p ADMINISTRASI p
KEPENDUDUKAN
Program Pengelolaan Dokumen Profil
2.12.05 Profil Kependudukan Kependudukan 0 00 #N/A #N/A #N/A
URUSAN
PEMERINTAHAN
213 BIDANG
. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Persentase Desa
213.02 | Program Penataan Desa | ~dengan TataKelola 100% 653.263,45 #N/A H#N/A H#N/A -
Pemerintahan yang
baik
. . PROGRAM .
2.13.03 megf.‘;g;‘;‘%ii?“ J umkﬁf%?}jéﬁi}? esa 30 14.623,60 PENINGKATAN J “mlaa}rllK?nginmti ]]()esa 30 14.623,60
) yang KERJASAMA DESA yang
PROGRAM
Program Administrasi Persentase Desa yang o ADMINISTRASI Persentase Desa yang o
2.13.04 Pemerintahan Desa Tertib Administrasi 100% 553.925,95 PEMERINTAHAN Tertib Administrasi 100% 554.571,45
DESA
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RKPD 2023

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM
Program Pemberdayaan PEMBERDAYAAN
Lembaga LEMBAGA
2.13.05 Kemasyarakatan, Persentase LKD AKktif 100% 2.083.853,86 KEMASYARAKATAN, Persentase LKD AKktif 100% 2.592.853,86
Lembaga Adat dan LEMBAGA ADAT DAN
Masyarakat Hukum Adat MASYARAKAT
HUKUM ADAT
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
Z PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Persentase Rumah Data Persentase Rumah Data
Kependudukan PROGRAM Kependudukan
2.14.02 Paripurna yang 2,3% PENGENDALIAN Paripurna yang 2,3% 157.250,00
p P dali terbentuk di Kampung PENDUDUK terbentuk di Kampung
rogram Pengendalian KB. 284.050,00 KB.
Penduduk
Persentase kelompok Persentase kelompok
kerja Bangga Kencana 0 kerja Bangga Kencana o
di Kecamatan Desa 9,3% di Kecamatan Desa 9,3%
Lurah yang efektif Lurah yang efektif
Program Pembinaan Persentase kebutuhan PIIZRM(;S(I;I}EQXIN Persentase kebutuhan
2.14.03 g ber-KB yang tidak 7,80% 455.737,50 ber-KB yang tidak 7,80% 1.738.173,50
Keluarga Berencana (KB) terlayani (unmetneed) KELUARGA terlayani (unmetneed)
y BERENCANA (KB) y
e T
Program Pemberdayaan y Pegn e PEMBERDAYAAN y Peé; TN
2.14.04 Dan Peningkatan be fdampingan 15% 547.800,00 DAN PENINGKATAN b fdampingan 15% 885.865,49
Keluarga Sejahtera (KS) Pembentukan karakter SEE\E{L'IEJE?RIZG?KS) Pembentukan karakter
(BKB, BKR, BKL) (BKB, BKR, BKL)
215 URUSAN
PEMERINTAHAN
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RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIDANG
PERHUBUNGAN
Program - PROGRAM N
Penyelenggaraan Lalu Persentase Kinerja PENYELENGGARAAN Persentase Kinerja
2.15.02 Lintas Dan Angkutan Pelayanan Transportasi 33% 19.770.855,64 LALU LINTAS DAN Pelayanan Transportasi 33% 19.770.855,64
Jalan (LLAJ) Perkotaan ANGKUTAN JALAN Perkotaan
(LLA]
Persentase Pelayanan Persentase Pelayanan
Program Pengelolaan Pelayaran Pa}z:la PROGRAM Pelayaran Pa}:ia
2.15.03 60% 381.137,47 PENGELOLAAN 60% 381.137,47
Pelayaran Pelabuhan Pengumpan PELAYARAN Pelabuhan Pengumpan
Lokal di Kota Denpasar Lokal di Kota Denpasar
URUSAN
216 PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Persentase Diseminasi Persentase Diseminasi
Program Informasi Dan Informasi dan PROGRAM Informasi dan
2.16.02 o . . . 80% 6.303.041,25 INFORMASI DAN o . 80% 2.413.679,72
Komunikasi Publik Komunikasi Publik Komunikasi Publik
KOMUNIKASI PUBLIK
kepada masyarakat kepada masyarakat
Persentase Persentase
I pemanfaatan Sistem pemanfaatan Sistem
2.16.03 Program Aplikasi inovasi Informasi 80% 8.976.178,09 | PROGRAMAPLIKASI inovasi Informasi 80% 4.158.992,57
Informatika . INFORMATIKA .
layanan publik yang layanan publik yang
terintegrasi terintegrasi
URUSAN
PEMERINTAHAN
2.17 BIDANG KOPERAS],
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
PROGRAM
Program pengawasan dan Persentase Koperasi PENGAWASAN DAN Persentase Koperasi
2.17.03 pemeriksaan koperasi Aktif 85% 320.070,00 PEMERIKSAAN Aktif 85% 307.770,00
KOPERASI
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RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;%RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program penilaian Persentase Koperasi Fl:gl\(l)liillqAMN Persentase Koperasi
2.17.04 kesehatan ksp/usp yang sehat dan 16,43% 411.809,20 KESEHATAN yang sehat dan 16,43% 750.474,00
koperasi berkualitas KSP/USP KOPERASI berkualitas
Persentase PROGRAM Persentase
Program pendidikan dan peningkatan pengelola o PENDIDIKAN DAN peningkatan pengelola o
2.17.05 latihan perkoperasian KUMKM yang 22,34% 453.306,61 LATIHAN KUMKM yang 22,34% 750.474,00
bersertifikat PERKOPERASIAN bersertifikat
Program pemberdayaan Persentase PEI\/llagE(i)RGDRﬁﬁl{VIAAN Persentase
2.17.06 dan perlindungan Meningkatnya Volume 5% 396.228,00 Meningkatnya Volume 5% 317.728,00
koperasi Usaha Koperasi DAN PERLINDUNGAN Usaha Koperasi
P P KOPERASI P
PROGRAM
Program pemberdayaan Persentase UMKM yang PEMBERDAYAAN Persentase UMKM yang
217.07 usaha menengah, usaha hi ¢ 10% 280.535.70 USAHA MENENGAH, hi t 10% 208.435.70
S kecil, dan usaha mikro e e 0 29 USAHA KECIL, DAN e e 0 A
(umkm) p USAHA MIKRO p
(UMKM)
Program Pengembangan Persentase PROGRAM Persentase
2.17.08 § s s Peningkatan Usaha 5% 995.745,50 PENGEMBANGAN Peningkatan Usaha 5% 660.945,50
UMKM . .
Mikro UMKM Mikro
URUSAN
2.18 PEMERINTAHAN
. BIDANG PENANAMAN
MODAL
PROGRAM
Peta lokasi potensi Peta lokasi potensi
Program Pengembangan . . o PENGEMBANGAN . . o
2.18.02 Iklim Penanaman Modal ' investasi yang 20% 170.000,00 IKLIM PENANAMAN . investasi yang 20% 113.990,00
dimanfaatkan investor dimanfaatkan investor
MODAL
Persentase Persentase
Program Promosi Peningkatan Jumlah o Program Promosi Peningkatan Jumlah o
2.18.03 Penanaman Modal investor di Kota 2% 570.000,00 Penanaman Modal investor di Kota 2%
Denpasar Denpasar
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RKPD 2023

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
p Pel Nilai survey kepuasan p Pel Nilai survey kepuasan
2.18.04 rogram retayanan masyarakat Nilai 87,87 175.000,00 rogram retayanan masyarakat Nilai 87,87
Penanaman Modal Penanaman Modal
Persentase perusahaan Persentase perusahaan
. Program
Program Pengendalian yang sudah Pencendalian yang sudah
2.18.05 | Pelaksanaan Penanaman melaporkan LKPM 20% 120.000,00 8 melaporkan LKPM 20%
L Pelaksanaan .
Modal (Laporan Koordinasi Penanaman Modal (Laporan Koordinasi
Penanaman Modal) Penanaman Modal)
P e | perenae e | perenae
2.18.06 . pemanfaatan data oleh 100% 200.000,00 . pemanfaatan data oleh 100%
Informasi Penanaman Informasi Penanaman
stakeholder stakeholder
Modal Modal
URUSAN
2.19 PEMERINTAHAN
. BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
e PROGRAM L
Program Pengembangan Persentase partisipasi PENGEMBANGAN Persentase partisipasi
2.19.02 Kapasitas Daya Saing pemuda dalam event 80% 92.739,78 pemuda dalam event 80% 92.739,78
Kepemudaan nasional KAPASITAS DAYA nasional
P SAING KEPEMUDAAN
PROGRAM
Program Pengembangan Persentase partisipasi PENGEMBANGAN Persentase partisipasi
2.19.03 Kapasitas Daya Saing ntase p P 91% 12.010.892,50 KAPASITAS DAYA nase p p 91% 57.726.597,50
atlet di tingkat nasional atlet di tingkat nasional
Keolahragaan SAING
KEOLAHRAGAAN
e PROGRAM e
Persentase Partisipasi Persentase Partisipasi
2.19.04 Progra.m Pengembangan Pemuda Dalam 79% PENGEMBANGAN Pemuda Dalam 79% 1.446.467,00
Kapasitas Kepramukaan Kepramukaan KAPASITAS Kepramukaan
epramukaa KEPRAMUKAAN epramukaa
URUSAN
2.20 PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK
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RKPD 2023

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;%RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
persentase PROGRAM persentase
Program terselenggaranya PENYELENGGARAAN terselenggaranya
2.20.02 | Penyelenggaraan Statistik statistik sektoral di 75% 256.470,80 STATISTIK statistik sektoral di 75% 120.000,00
Sektoral lingkup pemerintah lingkup pemerintah
SEKTORAL
kota denpasar kota denpasar
URUSAN
2.21 PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN
Persentase Persentase
Program terselenggaranya PROGRAM terselenggaranya
Penyelenggaraan persandian untuk PENYELENGGARAAN persandian untuk
2.21.02 . . . 50% 460.781,59 PERSANDIAN UNTUK . . 50% 228.997,46
Persandian Untuk pengamanan informasi pengamanan informasi
. - . PENGAMANAN s .
Pengamanan Informasi di lingkup pemerintah di lingkup pemerintah
INFORMASI
kota denpasar kota denpasar
URUSAN
2.22 PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN
Persentase Tingkat Persentase Tingkat
Program Pengembangan Partisipasi Lembaga PROGRAM Partisipasi Lembaga
2.22.02 Kebudayaan Tradisional dalam 100% 25.883.429,03 PENGEMBANGAN Tradisional dalam 100% 29.708.545,18
Event Pelestarian KEBUDAYAAN Event Pelestarian
Kebudayaan Kebudayaan
Persentase Partisipasi PROGRAM Persentase Partisipasi
Program Pengembangan Pelaku Seni dalam PENGEMBANGAN Pelaku Seni dalam
2.22.03 Kesenian Tradisional Pengembangan 100% 583.429,25 KESENIAN Pengembangan 100% 583.429,25
Kesenian Tradisional TRADISIONAL Kesenian Tradisional
Persentase Media Persentase Media
Program Pembinaan Informasi dan Data PROGRAM Informasi dan Data
2.22.04 . . . 100% 930.022,15 PEMBINAAN - . 100% 1.194.831,00
Sejarah Sejarah yang bisa SEJARAH Sejarah yang bisa
diakses Masyarakat diakses Masyarakat
Program Pelestarian Dan Persentase Cagar PELEPSSF%(];%?:II\\J/IDAN Persentase Cagar
2.22.05 Pengelolaan Cagar Budaya yang 100% 927.566,55 PENGELOLAAN Budaya yang 100% 927.566,55
Budaya dilestarikan CAGAR BUDAYA dilestarikan
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RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Et Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arge Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN
2.23 PEMERINTAHAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN
. PROGRAM
2.23.02 Program Pemkbmaan Persenltjase F}’lemustaka 30 1.706.702,91 PEMBINAAN Persenft)ase l;emustaka 30 593.242,41
erpustakaan ertahun PERPUSTAKAAN ertahun
Program Pelestarian Perierllltise jumlah pEPL};(;'(I;‘f:ﬁKN Perierllltz]i{se jumlah
. ; naskah kuno yang naskah kuno yang
2.23.03 Koleﬁ;;lljaa;ll(ngDan ditelusuri dan 6,89% 259.834,00 KOLEKSI NASIONAL ditelusuri dan 6,89% 259.834,00
dilestarikan DAN NASKAH KUNO dilestarikan
URUSAN
2.24 PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
Program Pengelolaan Nilai rata-rata evaluasi PROGRAM Nilai rata-rata evaluasi
2.24.02 Arsip kearsipan 731 778.081,53 PENGELOLAAN ARSIP kearsipan 731 425.370,74
. Jumlah arsip yang PROGRAM Jumlah arsip yang
2.24.03 | Program Perlindungan terlidungi dan 3640 box 503.279,31 | PERLINDUNGAN DAN terlidungi dan 3640 box 412.176,00
Dan Penyelamatan Arsip PENYELAMATAN
terselamatkan terselamatkan
ARSIP
Program Perizinan Persentase ca.p?ian
2.24.04 . pelayanan peminjaman 2,35% 75.650,14 #N/A #N/A #N/A -
Penggunaan Arsip .
arsip
URUSAN
3 PEMERINTAHAN
PILIHAN
URUSAN
3.25 PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM
Program Pengelolaan Produksi perikanan PENGELOLAAN Produksi perikanan
3.25.03 Pefikanan Tingkap tangkap neI;ayan kecil 1.391 ton 372.266,00 PERIKANAN tangkap nerl>ayan kecil 1.391 ton 331.570,00
TANGKAP
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RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM
Program Pengelolaan Peningkatan Produksi PENGELOLAAN Peningkatan Produksi
3.25.04 Perikanan Budidaya perikanan budidaya 615 ton 840.597,00 PERIKANAN perikanan budidaya 615 ton 633.168,25
BUDIDAYA
Program Pengawasan Persentase cakupan
3.25.05 Sumber Daya Kelautan sumberdaya perikanan 50% -
dan Perikanan yang dipantau
Program Pengolahan dan PROGRAM
. Angka Konsumsi Ikan PENGOLAHAN DAN Angka Konsumsi Ikan
3.25.06 Pen;ziialf;rlla};asﬂ (Kg/Kapita,/Tahun) 36,7 183.120,00 PEMASARAN HASIL (Kg/Kapita,/Tahun) 36,7 173.397,00
PERIKANAN
URUSAN
3.26 PEMERINTAHAN 23.060.739,15
BIDANG PARIWISATA
Program Peningkatan PROGRAM
3.26.02 Daya Tarik Destinasi Jumlah destinasi yang 4 destinasi 371621495 | PENINGKATANDAYA | jumlah destinasi yang 4 destinasi 3.915.584,73
Pariwisata siap dipasarkan TARIK DESTINASI siap dipasarkan
PARIWISATA
Proeram Pemasaran Persentase PROGRAM Persentase
3.26.03 gPariwisata meningkatnya 5% 7.724.217,80 PEMASARAN meningkatnya 5% 1.111.200,00
kunjungan wisatawan PARIWISATA kunjungan wisatawan
Presentase
Program Pengembangan eningkatan jumlah
Ekonomi Kreatif Melalui P rodl%k ekra]f an
3.26.04 Pemanfaatan dan b a'yang 50% 1.856.145,40 -
. berdaya saing dan
Perlindungan Hak o
Kekayaan Intelektual bernilai tambah
Y melalui fasilitasi HAKI
PROGRAM
Program Pengembangan | Jumlah SDM Pariwisata PENGEMBANGAN Jumlah SDM Pariwisata
3.26.05 | Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 100 orang 3.679.442,76 SUMBER DAYA dan Ekonomi Kreatif 100 orang 3.054.782,11
Dan Ekonomi Kreatif yang kompeten PARIWISATA DAN yang kompeten
EKONOMI KREATIF
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Perubatian BRRPD Semesta Benencana Tatun 2025

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URUSAN
3.27 PEMERINTAHAN 20.814.164,09
BIDANG PERTANIAN
PROGRAM
- Padi: 71,27 PENYEDIAAN DAN - Padi : 71,27
3.27.02 kw/ha PENGEMBANGAN kw/ha 1.111.104,90
SARANA PERTANIAN
- Sayur Hijau : - Sayur Hijau :
Program Penyediaan Dan | Produktivitas Tanaman 177,69 kw/ha Produktivitas Tanaman 177,69 kw/ha
Pengembangan Sarana Padi, Hortikultura dan - Kangkung : 998.750,00 Padi, Hortikultura dan - Kangkung :
Pertanian produksi ternak 150,75 Kw/Ha produksi ternak 150,75 Kw/Ha
- Bayam: 56 - Bayam: 56
Kw/Ha Kw/Ha
- Semangka : - Semangka :
290,56Kw/Ha 290,56Kw/Ha
- 1.500 ekor - 1.500 ekor
PROGRAM
Program Penyediaan Dan Persentase Prasarana PENYEDIAAN DAN Persentase Prasarana
3.27.03 | Pengembangan Prasarana Pertanian yang 36,64% 1.950.000,00 PENGEMBANGAN Pertanian yang 36,64% 2.813.351,25
Pertanian berkondisi baik PRASARANA berkondisi baik
PERTANIAN
en, elral((eigslie;rfal:’s:n akit PROGRAM en, elrjlzgslie;rffeen akit
Program Pengendalian | PEUEICR I &b PENGENDALIAN D Memlos
327.04 | Kesehatan Hewan Dan Strategis 100% 900.000,00 | KESEHATAN HEWAN Strategis 100% 768.536,81
Kesehatan Masyarakat (PHMS) /produk hewan DAN KESEHATAN (PHMS) /produk hewan
Veteriner p _ MASYARAKAT p _
yang memenuhi VETERINER yang memenuhi
persyaratan teknis persyaratan teknis
Persentase Serangan PROGRAM Persentase Serangan
Program Pengendalian Organisme Pengganggu | - Tanaman Pangan PENGENDALIAN DAN | Organisme Pengganggu | - Tanaman Pangan
3.27.05 Dan Penanggulangan Tanaman (OPT) di <2,5% 142.660,00 PENANGGULANGAN Tanaman (OPT) di <2,5% 118.447,70
Bencana Pertanian Bawah Standar - Horti < 5% BENCANA Bawah Standar - Horti < 5%
Nasional PERTANIAN Nasional
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Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penyuluhan PeP:irnse]I{l;?;s/ PROGRAM Pgr?il;lseﬁz::ass/
3.27.07 & e & 10% 679.600,00 PENYULUHAN & 10% 292.400,10
Pertanian Pengukuhan Kelas Pengukuhan Kelas
) PERTANIAN .
Kelompok Tani Kelompok Tani
URUSAN
3.30 PEMERINTAHAN 406.709,88
BIDANG PERDAGANGAN
Persentase pelaku Persentase pelaku
usaha yang usaha yang
memperoleh izin sesuai PROGRAM memperoleh izin sesuai
Program Perizinan dan dengan ketentuan o PERIZINAN DAN dengan ketentuan o i
3.30.02 Pendaftaran Perusahaan (IUPP/SIUP Pusat 40% 39.000,00 PENDAFTARAN (IUPP/SIUP Pusat 40%
Perbelanjaan dan PERUSAHAAN Perbelanjaan dan
[UTM/IUTS/SIUP Toko IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan Swalayan
Program Peningkatan Cakupan bina PROGRAM Cakupan bina
3.30.03 Sarana Distribusi kelompok 68,29% 350.623,17 PENINGRATAN kelompok 68,29% 168.839,09
Perdagangan pedagang/usaha SARANA DISTRIBUSI pedagang/usaha
informal PERDAGANGAN informal
Persentase stabilitas PROGRAM Persentase stabilitas
e harga bahan pokok dan STABILISASI HARGA harga bahan pokok dan
Program Stabilisasi Harga barang penting di BARANG barang penting di
0, 0,
3.30.04 Ba?;fé(:lzl;tugzggsk()k tingkat Kabupaten/ 77,33% 143.800,00 KEBUTUHAN POKOK tingkat Kabupaten/ 77,33% 12.000,00
8 8 Kota, agen, distributor DAN BARANG Kota, agen, distributor
dan pasar rakyat PENTING dan pasar rakyat
. PROGRAM .
330,05 | Prosram Pengembangan Ekspor Bersih 2.313.947.199.330 | 44156324 PENGEMBANGAN Ekspor Bersih 2.313.947.199.330 49.970,21
Ekspor Perdagangan Perdagangan
EKSPOR
o Persentase a}at-alat PROGRAM Persentase a}at-alat
Program Standardisasi ukur, takar, timbang STANDARDISASI DAN ukur, takar, timbang
3.30.06 Dan Perlindungan dan perlengkapannya 100% 344.064,54 dan perlengkapannya 100% 112.000,00
PERLINDUNGAN
Konsumen (UTTP) bertanda tera (UTTP) bertanda tera
KONSUMEN
sah yang berlaku sah yang berlaku
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Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program Rp (dalam RROCR IR INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu
T P 2023
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. PROGRAM .
Program Penggunaan dan Penlonri];eeltanr;ztual;rata PENGGUNAAN DAN Pemonr,;gllzzianrgziil;rata
3.30.07 | Pemasaran Produk Dalam lKM/UIEM an 0,94% 572.075,87 PEMASARAN IKM/UI?M an 0,94% 63.900,58
Negeri difasilitast PRODUK DALAM difasilitast
NEGERI
URUSAN
3.31 PEME:};?;‘?;HAN 13.995.811,88
PERINDUSTRIAN
Program Perencanaan Cakupan bina PERE;%%(;IPI{XA;\I\IGI DAN Cakupan bina
3.31.02 dan Pembangunan p y 36% 1.737.012,36 b y 36% 45.099,20
Industri kelompok pengrajin PEMBANGUNAN kelompok pengrajin
INDUSTRI
Persentase jumlah hasil Persentase jumlah hasil
pemantauan dan pemantauan dan
. pengawasan dengan PROGRAM pengawasan dengan
Program Pengendalian . o - o
- . jumlah izin usaha o PENGENDALIAN IZIN jumlah izin usaha o
3.31.03 lzli‘;buja;ae Lr;‘f(‘(‘)stta“ industri (1UI) kecil dan 0% 76.706,00 USAHA INDUSTRI | industri (IUI) kecil dan 0% 21.706,00
P Industri Menengah KABUPATEN/KOTA Industri Menengah
yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh
instansi terkait. instansi terkait.
Program Pengelolaan Data informasi industri PE?\I[({}%(I;EASXAN Data informasi industri
3.31.04 | Sistem Informasi Industri yang lengkap dan 90% 27.437,80 yang lengkap dan 90% 27.437,80
Nasional terkini SISTEM INFORMASI terkini
asiona € INDUSTRI NASIONAL €
UNSUR PENDUKUNG
4 URUSAN
PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 91.089.000,18
Program Pemerintahan PEMEE?I\?'EEP?XN DAN
4.01.02 dan Kesejahteraan Nilai LPPD Sangat Tinggi 24.545.824,70 Nilai LPPD Sangat Tinggi 24.545.824,70
Rakvat KESEJAHTERAAN
4 RAKYAT
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kegiatan DPRD dalam
fungsi pembentukan

kegiatan DPRD dalam
fungsi pembentukan

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase Persentase
Pelaksanaan Kebijakan 100% Pelaksanaan Kebijakan 100%
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat
Persentase Produk Persentase Produk
Hukum yang harmoni 100% Hukum yang harmoni 100%
dengan Peraturan Yang dengan Peraturan Yang
Lebih tinggi dan HAM Lebih tinggi dan HAM
Optimalisasi Optimalisasi
pelaksanaan Kerja 100% pelaksanaan Kerja 100%
Sama Daerah Sama Daerah
Persentase Kebijakan PROGRAM Persentase Kebijakan
4.01.03 Perekonomian Yang 100% PEREKONOMIAN Perekonomian Yang 100% 1.714.604,00
ditindak lanjuti DAN PEMBANGUNAN ditindak lanjuti
Persentase Persentase
Pelaksanaan Pelaksanaan
Program Perekonomian Pembangunan yang 100% 1.714.604.00 Pembangunan yang 100%
dan Pembangunan Tepat Waktu, Mutu dan ' ’ ’ Tepat Waktu, Mutu dan
Sasaran Sasaran
Persentase Pemilihan Persentase Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa
Yang Dapat Ditindak 100% Yang Dapat Ditindak 100%
Lanjuti Lanjuti
4.02 SEKRETARIAT DPRD 97.728.412,94
PROGRAM
Persentase Kepuasan DUKUNGAN Persentase Kepuasan
4.02.02 Layanan 85% PELAKSANAAN Layanan 85% 35.864.972,17
Kesekretariatan DPRD TUGAS DAN FUNGSI Kesekretariatan DPRD
Program Dukungan DPRD
Pelaksanaan Tugas Dan 35.864.972,17
Fungsi DPRD Persentase Persentase
penyelenggaraan penyelenggaraan
fasilitasi kegiatan- 100% fasilitasi kegiatan- 100%
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Keuangan Daerah

Daerah (kategori baik)

KEUANGAN DAERAH

Daerah (kategori baik)

Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;%RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Perda, Penganggaran Perda, Penganggaran
dan Pengawasan dan Pengawasan
UNSUR PENUNJANG
5 URUSAN
PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN 11.758.982,69
Persentase Keselarasan PROGRAM Persentase Keselarasan
PERENCANAAN,
Dokumen Perencanaan PENGENDALIAN DAN Dokumen Perencanaan
5.01.02 Program Perencanaan, Kota dengan Dokumen 100% EVALUASI Kota dengan Dokumen 100% 939.831,12
Pengfendahan dan Perencanaan Provinsi 839.831,12 PEMBANGUNAN Perencanaan Provinsi
Evaluasi Pembangunan dan Pusat DAERAH dan Pusat
Daerah - - - -
Persentase konsistensi Persentase konsistensi
penjabaran Program 100% penjabaran Program 100%
RPJMD pada RKPD RPJMD pada RKPD
Persentase Keselarasan PROGRAM Persentase Keselarasan
Dokumen Perencanaan KOORDINASI DAN Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah SINKRONISASI Perangkat Daerah
50103 Dengan Dokumen 100% PERENCANAAN Dengan Dokumen 100% 1.051.677.38
Perencanaan Kota PEMBANGUNAN Perencanaan Kota
Program Koordinasi dan Denpasar DAERAH Denpasar
Sinkronisasi Perencanaan | Persentase Konsistensi 2.030.433,10 Persentase Konsistensi
Pembangunan Daerah Penjabaran Penjabaran
Program/Kegiatan Program/Kegiatan
pada Renstra 100% pada Renstra 100%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
kedalam Renja kedalam Renja
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
5.02 KEUANGAN 232.966.728,42
Program Pengelolaan Indeks Kinerja PROGRAM Indeks Kinerja
5.02.02 Pengelolaan Keuangan 85,52 175.632.092,60 PENGELOLAAN Pengelolaan Keuangan 85,52 175.632.092,60
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Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pengelolaan Indeks Pengelolaan PEIID\IT}%(E}S?XAN Indeks Pengelolaan
5.02.03 8 e 8 Barang Milik Daerah 95,85 1.568.329,98 Barang Milik Daerah 95,85 1.568.329,98
Barang Milik Daerah (kategori baik) BARANG MILIK (kategori baik)
5 DAERAH 5
Program Pengelolaan Persentase PAD PE?\I%%??)?XAN Persentase PAD
0, 0,
5.02.04 Pendapatan Daerah Terhad;};i’:;}?apatan 36% 1.211.825,00 PENDAPATAN Terhad?)pael’re;}:iapatan 43% 1.211.825,00
DAERAH
5.03 KEPEGAWAIAN 14.155.937,67
Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan
Program Kepegawaian ?rslgff;?:rsr?:r]: PROGRAM ?rslgfl];:rsr?:r]l(
5.03.02 & peg e 76% 2.517.980,41 KEPEGAWAIAN e 76% 1.654.315,16
Daerah kepegawaian yang kepegawaian yang
: DAERAH :
berdasarkan sistem berdasarkan sistem
merit merit
PENDIDIKAN DAN
5.04 PELATIHAN 4.599.497,00
Persegst;seiiesrsee]?uhan PROGRAM Perse:stgztla{iesr;;?uhan
5.04.02 Program Pengembangan manajemen talenta 53% 4.813.297,00 PENGEMBANGAN manajemen talenta 53% 4.599.497,00
Sumber Daya Manusia SUMBER DAYA
yang berdasarkan yang berdasarkan
- . MANUSIA - .
sistem merit sistem merit
PENELITIAN DAN
5.05 PENGEMBANGAN 10.516.028,56
Per.sentase Hasil PROGRAM Per.sentase Hasil
Kelitbangan yang PENELITIAN DAN Kelitbangan yang
5.05.02 . menjadi Rekomendasi 70% menjadi Rekomendasi 70% 1.084.371,80
Program Penelitian dan - PENGEMBANGAN o
P b D h Kebijakan oleh Kepala 3.535.165,51 DAERAH Kebijakan oleh Kepala
engembangan Daera Daerah Daerah
Persentase. Penetapan 100% Persentasg Penetapan 100%
Inovasi Daerah Inovasi Daerah
UNSUR PENGAWASAN
6 URUSAN
PEMERINTAHAN
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Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;%RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.01 INSPEKTORAT DAERAH 20.492.895,55
PROGRAM
6.01.02 Program Kapabilitas APIP Level 3 PENYELENGGARAAN Kapabilitas APIP Level 3 427.446,00
Penyelenggaraan 907.549,70 PENGAWASAN
Pengawasan
Maturitas SPIP Level 3 Maturitas SPIP Level 3
PROGRAM
Program Perumusan Pgriz‘;?rtlasiﬁ ?I;D ang PERUMUSAN Pzzzzﬁasiﬁ OlP/’D ;/ra]mg
6.01.03 | Kebijakan, Pendampingan mfn d‘i ai’ & 50% 288.630,80 KEBIJAKAN, mfn dga ai’ g 50% 30.020,00
dan Asistensi enpobe PENDAMPINGAN oo
P ping DAN ASISTENSI P L
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN 85.353.918,57
Program Nilai Survey Kepuasan PROGRAM Nilai Survey Kepuasan
Penyelenggaraan Masyarakat (SKM) di o PENYELENGGARAAN Masyarakat (SKM) di o
7:01.02 Pemerintahan dan Kecamatan Denpasar 80% PEMERINTAHAN DAN Kecamatan Denpasar 80% 1.181.203,69
Pelayanan Publik Barat PELAYANAN PUBLIK Barat
Nilai Survey Kepuasan Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) di 80% Masyarakat (SKM) di 80%
Kecamatan Denpasar Kecamatan Denpasar
Selatan #REF! Selatan
Nilai Survey Kepuasan Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) di 80% Masyarakat (SKM) di 80%
Kecamatan Denpasar Kecamatan Denpasar
Timur Timur
Nilai Survey Kepuasan Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) di 80% Masyarakat (SKM) di 80%
Kecamatan Denpasar Kecamatan Denpasar
Utara Utara
Program Pemberdayaan Persentase Tingkat PROGRAM Persentase Tingkat
Partisipasi Masyarakat o PEMBERDAYAAN Partisipasi Masyarakat o
7:01.03 Masyz}l;‘;l:ﬁi}?ﬁa dan Desa/Kelurahan Dalam 100% 12.634.349,13 MASYARAKAT DESA Desa/Kelurahan Dalam 100% 10.893.19311
Pembangunan Daerah DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah

Perubatian BRRPD Semesta Benencana Tatun 2025

Il -36




RPJMD 2021-2026 RKPD 2023
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Koordinasi Persentase Tingkat KICD)IZ)(}){%]I%II\?XSI Persentase Tingkat
7.01.04 Ketentraman dan Ketentraman dan 100% 1.790.348,16 Ketentraman dan 100% 2.067.299,46
Ketertiban Umum Ketertiban Umum KETENTRAMAN DAN Ketertiban Umum
KETERTIBAN UMUM
Persentase PROGRAM Persentase
Program Kewenangan PENYELENGGARAAN Kewenangan
7.01.05 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang 100% 716.649,66 URUSAN Pemerintah yang 100% 343.403,50
Pemerintahan Umum dilaksanakan di PEMERINTAHAN dilaksanakan di
Kecamatan UMUM Kecamatan
PROGRAM
Program Pembinaan dan Persentase Desa yang PEMBINAAN DAN Persentase Desa yang
7.01.06 Pengawasan dapat Pembinaan dan 100% 98.051,00 PENGAWASAN dapat Pembinaan dan 100% 96.751,00
Pemerintahan Desa Pengawasan PEMERINTAHAN Pengawasan
DESA
8 UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM
KESATUAN BANGSA
8.01 DAN POLITIK 14.973.988,87
Persentase PROGRAM Persentase
PENGUATAN
Program Penguatan Pemantapan IDEOLOGI Pemantapan
8.01.02 Ideologi Pancasila dan Pelaksanaan Penguatan 100% 8.671.595,66 Pelaksanaan Penguatan 100% 3.900.323,53
. . PANCASILA DAN . .
Karakter Kebangsaan Ideologi Pancasila dan KARAKTER Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan KEBANGSAAN Karakter Kebangsaan
PROGRAM
Program Peningkatan PENINGKATAN
Peran Partai Politik dan Perseptasg .Peran PERAN PARTAI Perse'ntas.e Peran
Lembaga Pendidikan . Pagtal Pglltlg'g.akn P([)‘IE{V’I[‘]I;XBQN . PaEtal Pghtlé(lgfakn
. 1 embaga Pendidikan embaga Pendidikan
8.01.03 mela}ll;iifiinéi;ilkan Politik dalam 70% 1.706.449,80 PENDIDIKAN Politik dalam 70% 1.615.042,80
Pengembangan Etika Pengembangan Etika MELALUI Pengembangan Etika
serta Budaya Politik serta Budaya Politik PENDIDIKAN serta Budaya Politik
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
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Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kerangka Pendanaan 2023
No Program Prioritas Program T Rp (dalam PROG%;,;RKPD INDIKATOR Target Rp (dalam Ribu)
Pembangunan arget Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
PROGRAM
Pro%l;anmPZreln;t\J/s;g:r}lIaan Persentase Ormas/LSM PEMBERDAYAAN Persentase Ormas/LSM
8.01.04 gawa: . 67% 1.312.878,86 DAN PENGAWASAN . 67% 910.675,90
Organisasi yang terdaftar dan aktif yang terdaftar dan aktif
Kemasyarakatan ORGANISASI
Y KEMASYARAKATAN
PROGRAM
Program Pembinaan dan Persentase Pembinaan PEMBINAAN DAN Persentase Pembinaan
Pengembangan dan pemantauan o PENGEMBANGAN dan pemantauan o
8.01.05 Ketahanan Ekonomi, ketahanan ekonomi 100% 157.381,15 KETAHANAN ketahanan ekonomi 100% 157.381,15
Sosial, dan Budaya sosial dan budaya EKONOMI, SOSIAL, sosial dan budaya
DAN BUDAYA
PROGRAM
PENINGKATAN
Program Peningkatan KEWASPADAAN
Kewaspadaan Nasional Persentase Penurunan NASIONAL DAN Persentase Penurunan
8.01.06 | dan Peningkatan Kualitas Konflik Sosial 60% 1.415.956,10 PENINGKATAN Konflik Sosial 60% 506.55